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TENTANG PENYELENGGARAAN TANGGUNGIAWAR SOSIAL DAN LINGRUNGAN

PERUSAHAAN SEBAGAT HAK INISIATIE DEWAN PERWARITAN RARYAT DAFRATL
KABUPATEN PESISIR SELATAN

PIMPINAN DPRD KABUPATEN PESISIR SELATAN,
Menimbang a  bahwa ketentuan Pasal 21 Peraturan Mentert Dalam Negert Nomor
80 Tahun 2015 tentang Pembentuban Produk ukum: Dacrah
‘ menyatakan penyusunan rancangan peraturan dacrah dapat berasal
dari DPRD atau kepala Dacrah,
b bahwa pengajuan rancangan peraturan dacrah yang menjadi hak
inisiatil’ Anggota DPRD tentang Penyelenggaraan Tanggungjawab
Sosial dan Lingkungan Perusahaan telah melalui tahapan yang
diatur oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Dacrah;
¢.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
hurul o dan hural b, perlu menetaphan Keputusan  Dewan
Perwakilan Rakyat Dacrah Kabupaten Pesisir Selatan tentang
Penetapan Rancangan Peraturan Daerah ‘Tentang Penyelenggarnan
Tanggung Jawab Sosial dan Linghungan Perusahaan Sebagai ak
Insiatif  Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah Kabupaten Pesisir
Selatan;

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonomi Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera
Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor
25) Jis Undang-Undang Drt, Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo. Undang-
Undang No. 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara RI Tahun 1958
Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1643),

t3

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembar Negara Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan  Antara Pemerintah Pusat dan  Pemerintah  Dacrah
(Lembaran Negara Republik Indonesia ‘Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438),

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia ‘Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
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SSE7). sebagmmana telah beberapa Kalt duibah terakbue denpan
Undang-Undang Nomor 9 Tatwn 2015 tentanyg Perubahan Kedua
Atas - Undang-Undang - Nomor 23 Tahun - J0H - tentany
Pemenmtahan Dacrah (Lembaran Negara Repubhih - Tindonesta
Fahun 2015 Nomor 8. Tambahan Lembaran Negara Repabihk
Indonesia Nomor 5679),

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Adomstras)
Pemenmntahan (1embaran Negara Republih Tndonesia Fahun 2014
Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Repubhih Todonesia

Nomor 5601),

Peraturan Pemenntah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Nedudukhan
Protoholer  dan Keuangan  Pimpman dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Dacrah (Lembaran Negara Repubhh tndonesia
Tahun 2004 Nomor 90 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1)
rapa Kali diubah terakhie dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentany Perubahan Ketiea atas
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan  Pimpman  dan  Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Dacrah Lembaran Negara Republih Indonesia
Tahun 2007 Nomor 47. Tambahan Lembaran Negata Nomoi
4712).

sehagaimana telah bebe

Peraturan Pemenntah Nomor 79 Tahun 2008 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemenntah Daciah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 137,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 13735),

Peraturan Pemenntah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Peranghat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomo
240, Tambahan Lembaran Negara Repubhih Indonesta Nomor
5948),

Peraturan  Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang  Hak
Keuangan dan  Admimstratif Pimpinan dan Angeota Dewan
Perwakilan Rakyat Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6037),

Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2018 tentang Pedoman
Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakvat  Dacrah
Provinsi, Kabupaten, dan Kota; (Lembaran Negara Republih
Indonesia Tahun 2018 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6197),

Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor 80 Tahun 2015 (entany
Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah dinbah
dengan Peraturan Menten Dalam Negert Nomor 120 Tahun 2018
tentang Perubahan Peraturan Menten Dalam Negen Nomaor S0
Tahun 2013 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah,

Peraturan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 12 tahun 2020
tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah Kabupaten
Pesisir Selatan (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun
2020 Nomor 12)

Hasil Keputusan Rapat Paripurna Pendapat akhir Fraksi-Frakst
DPRD dan Rapat Paripurna Persetujuan DPRD Kabupaten Pesisu
Sclatan Atas Rancangan Peraturan Daerah Hak Insianl Anggota
DPRD tentang Penyelenggaran  Tanggungjawab  Sosial dan
Lingkungan Perusahaan tanggal 28 Januan 2022
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Tembusan disampaikan kepada Yih
Bupati Pesisir Selatan
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dengan  Ranperda  inisiatif
a diktum KESA'TU dilaksanakan sesual
faturan perundang-undangan

L yang ditimbulkan akibat keluarnya keputusan ini
an pada Anggaran Sckretariat DPRD Tahun 2022

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di - Painan
pada tanggal _: 28 Januari 2022
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